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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Mahar
Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten
Mojokerto” adalah hasil penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan
masalah tentang bagaimana ketentuan adat tentang pemberian mahar
Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten
Mojokerto dan bagaimana kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di
Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoayar Kabupaten Mojokerto
dengan ketentuan mahar dalam Hukum Islam.

Data dianalisis melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.
Data yang terkumpulkan kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing,
selanjutnya, dianalisis menggunakan metode deskripsi dengan pola pikir induktif
yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi, kemudian memberikan pemecahan persoalan
dengan teori yang bersifat umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan adat Rp.50.000,00 di Dusun
Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
dilatarbelakangi adanya anjuran dari kyai Khusairi yang merupakan kyai dari
kebanyakan masyarkat Dusun Jogodayoh tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian
mahar Rp.50.000,00 harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberian
mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh sesuai dengan pendapat jumhur ulama
karena tidak ada batasan mengenai jumlah mahar. Akan tetapi, bertentangan
dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena terdapat batasan
mahar sebesar tiga dirham perak menurut Imam Malik dan sebesar sepuluh
dirham menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut penulis, mahar
Rp.50.000,00 tidak memenuhi syarat mahar karena tidak lagi berharga di zaman
sekarang.

Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada tokoh agama,
masyarakat yang berpendidikan, lembaga urusan agama, dan lembaga yang
berwenang dalam hal perkawinan agar memberi wawasan yang lebih terhadap
masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan.
Selain itu, kepada masyarakat Dusun Jogodayoh diharapkan lebih
mempertimbangkan lagi mengenai nilai mahar yang akan diberikan kepada calon
istrinya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk dengan berbagai macam makhluk hidup,
khususnya manusia yang berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia
ada dua macam yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan supaya
saling mengenal dan saling melindungi antara satu dengan lainnya. Setiap
manusia, secara naluri membutuhkan pendamping hidup yang dapat saling
mengisi dan melindungi. Perasaan antara dua manusia ini ada dan mereka
menemukan pasangan yang cocok, maka tumbuhlah rasa cinta dan kasih
sayang di antara mereka. Maka dari itu, Allah mewajibkan kepada umat
manusia untuk menikah, untuk melengkapi hidupnya.'

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Allah mewajibkan makhluk-Nya untuk menikah agar bisa berkembang biak,
dan itulah cara yang dipilih Allah untuk makhluk-Nya. Pernikahan akan
berperan dan berjalan dengan baik apabila masing-masing pasangan siap
melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan
pernikahan itu sendiri.” Allah berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 1 yang

berbunyi:

! Nasiri, Kapita Selekta Perkawinan (Jakarta: Thya Media, 2016), 1.
? Slamet Abidin, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah
menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu’™.!

Ini adalah perintah dari Allah yang mewajibkan seorang muslim untuk
menikah, dan Allah menunjukannya kepada perempuan yang ia senangi dan
ia kagumi, yaitu: “yang membuatnya bahagia jika dia melihatnya, yang
mematuhinya jika dia menyuruhnya dan tidak melanggar apa yang disukai
suaminya pada dirinya dan harta suaminya”.?

Allah mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karena keluarga
menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya,
keluarga juga yang selalu dibutuhkan di setiap ada konflik di dalam
kehidupan. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan
Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah,’ Allah berfirman:

45 gl 1 lasg Sl 2 Sz Wl s

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum

kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.
(QS. Ar-Ra’d (13): 38).*

' Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu,

2014), 77.

> Muhammad Washfi, Mencapai Keluarga Barokah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 274.
* Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

* Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah, 2014), 254.



Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan intim atau bersetubuh untuk mempunyai keturunan.’
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam
kehidupan sehari-hari orang Arab pada umumnya dan banyak terdapat dalam
Al-Quran dan hadith Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran

dengan arti kawin.® Seperti dalam surah An-Nisa’ ayat 3:
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.’

Dalam Pasal 2 Bab II dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3
menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.®

Menurut Anwar Haryono perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun dan

> Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Bogor: Pernada Media, 2003), 07.

6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2009), 35.
7 Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 77.

¥ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 114.



membentuk keluarga yang bahagia. Jadi dengan kata lain, perkawinan adalah

suatu akad yang suci sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga

bahagia dan kekal, yang unsur umumya adalah:

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.

2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil
maupun spiritual. ’

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai anjuran untuk menikah.
Adanya anjuran untuk menikah banyak mengandung keutamaan dan
mendatangkan faedah-faedah, yaitu melahirkan anak, karena salah satu
tujuan menikah adalah memiliki keturunan dan menjaga keturunan. Menikah
sama halnya seperti mengundang kecintaan Allah kepada manusia, karena
manusia sudah berusaha untuk menjaga keturunannya.'

Dalam hukum Islam apabila perkawinan itu sudah berlangsung
sempurna secara syar’i maka pada saat akad berlangsung masing-masing

pihak yang melakukan akad akan meminta hak bagi istri terhadap suaminya

yang berupa mahar.'' Seperti dalam surah An-Nisa’ ayat 4:

%
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“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

? Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 45.

' Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Mukhtasar Minhajul Qasidin, terj. Izzudin Karimi
(Jakarta: Darul Haq, 2012), 135.

" Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya: Srikandi, 2007), 01.



hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya”.'?

Pada ayat tersebut menjelaskan untuk memberikan mahar kepada para
istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi.”> Pada kata
nihlah pada surah An-Nisa’ ayat 4 di atas adalah merupakan pemberian yang
berdasarkan pada suka rela. Mahar menjadi hak milik si wanita itu sendiri,
bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, dan merupakan hadiah dan
pemberian dari pria kepadanya.'* Ayat ini ditunjukan kepada para suami
menurut kebanyakan ulama. Ada juga yang berpendapat, bahwasannya
ditunjukan kepada para wali karena pada masa jahiliyah mereka
mengambilnya, dan mereka menamakannya sebagai nifilah. Hal ini
merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang
perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.'’

Mahar secara etimologi berarti mas kawin.'® Pengertian mahar secara
umum adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan
yang akan dinikahi, baik berupa uang, jasa maupun barang. Membayar mahar
hukumnya wajib, namun tidak termasuk rukun nikah. Pada saat akad jumlah
mahar tidak disebutkan, maka akadnya akan tetap sah.'” Dalam Pasal 1 poin
d Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

"2 Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 77.

% Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimabh..., 1.

" Ibid., 06.

"> Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie Al-Kattan (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 231.

!¢ Slamet Abidin, Figih Munakahat..., 105.

" A. Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),
136.



berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam."®

Menurut syariah, keharusan membayar mahar itu dibebaskan kepada
pihak laki-laki bukan kepada pihak perempuan. Menurut Abu Zahrah,
penyebab laki-laki yang diharuskan membayar mahar karena laki-laki yang
mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan
perempuan tugasnya mengurusi rumah tangga. Mahar itu termasuk hak
seorang wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak akad dilaksanakan dia
mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Hal ini berarti
mengangkat derajat kaum wanita atas kedudukan sosial dalam masyarakat. "

Mahar mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mahar berupa harta atau benda yang berharga, tidak sah mahar dengan
yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan
banyak sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi
memiliki nilai, maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan
khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik
orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun tidak bermaksud untuk
memiliki barang tersebut karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
Memberikan mahar dengan hasil ghasab adalah tidak sah, akan tetapi

akadnya tetap sah.

1% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 113.
" Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah..., 2.



4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan
memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan
jenisnya. 20

Mengenai batas mahar, para fugaha telah sepakat bahwa bagi mahar
itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang
batas terendahnya. Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fugaha Madinah dari
kalangan fabi’in berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya.
Segala sesuatu yang mempunyai harga atau bisa menjadi harga maka bisa
dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab
dari kalangan pengikut Imam Malik.'

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas
terendahnya. Sedangkan Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan
bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak
seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang beratnya sebanding
dengan emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
jumlah mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham, riwayat lain ada yang
mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.?
Dari pandangan Imam Syafi’i berpendapat bahwa batasan minimal mahar
yaitu barang atau harta yang bisa dijual atau diperdagangkan dan yang masih

dihargai oleh masyarakat sekitar.”

0 Slamet Abidin, Figih Munakahat 1..., 108.
21 :
Ibid.
> Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 88.
3 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh..., 236.



Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada
calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia
seperti orang kaya, orang yang miskin, ada yang lapang dan ada juga yang
disempitkan rezekinya. Di samping itu, setiap masyarakat mempunyai adat
dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada batasan mengenai
mahar dan masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-
masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
Islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat.

Dalam sebuah hadith Nabi Muhammad dijelaskan:
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“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya bahwa Nabi

membolehkan menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin dua
buah sandal”.**

A K st s e o

Apabila jumlah mahar ditentukan secara tetap, maka memberikan
gambaran bahwa perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sulit karena
adanya ketentuan jumlah mabhar, paling tidak dilihat secara ekonomis maka
mereka tentu akan memilih membeli seorang budak dari pada membayar
mahar yang cukup tinggi.”

Sedangkan ketentuan mahar yang terjadi di Dusun Jogodayoh Desa
Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tidak seperti mahar pada

umumnya, di desa tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai jumlah

** Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San’ani, Subulus Salam, terj. Ali Nur Medan, et al.,
(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 718.
» Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati, Ke/uarga Muslim (Surabaya: PT. Bina IImu, 1984), 86.



mahar. Masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon termasuk masyarakat yang
taat agama. Adanya ketentuan jumlah mahar di Dusun Jogodayoh Desa
Jabon berasal dari adanya seorang kyai bernama kyai Khusairi yang juga
mempunyai pondok pesantren di wilayah Desa Jabon yang bernama pondok
pesantern Al-Khusairiyah. Beliau berdakwah kepada santri-santrinya yang
umumnya adalah masyarakat Dusun Jogodayoh mengenai jumlah mahar.
Pada saat kyai Khusairi meninggal dunia, pondok pesantren tersebut
diteruskan oleh anak angkatnya yang bernama kyai Ainul Ghuri.*
Masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon menentukan jumlah mahar
untuk setiap masyarakat yang menikah dengan masyarakat Dusun
Jogodayoh, baik laki-laki maupun perempuan ketentuannya sama saja.
Masyarakat Dusun Jogodayoh menentukan jumlah mahar yaitu uang
Rp.50.000,00. Masyarakat Dusun Jogodayoh dulunya menggunakan
ketentuan mahar tersebut, akan tetapi masyarakat Dusun Jogodayoh
sekarang sudah banyak yang tidak memakai ketentuan itu. Pada zaman
sekarang orang memandang uang Rp.50.000,00 itu termasuk uang yang
sedikit. Terlebih di zaman sekarang sudah banyak para pemuda yang sudah
berpendidikan dan tidak hanya memakai patokan atau ketentuan yang ada.”’
Dalam kasus ini yang diangkat yaitu pemberian mahar Rp.50.000,00 di
Dusun Jogodayoh apakah menggunakan mahar Rp.50.000,00 bertentangan
dengan hukum Islam. Maka dari itu, akan dikaji menggunakan hukum Islam.

Pandangan hukum Islam dengan adanya mahar Rp.50.000,00 di Dusun

** M. Rizqy Afandi, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 14 September 2018.
" M. Rizqi Afandi, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 14 September 2018.
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Jogodayoh yaitu menggunakan hukum Islam dari pandangan Nabi
Muhammad, Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Hanafi dan juga dalam
Kompilasi Hukum Islam. Alasan penulis mengangkat kasus ini karena
menurut penulis kasus ini memang pantas untuk dikaji, agar tahu bahwa
menggunakan mahar Rp.50.000,00 itu kurang berharga untuk zaman
sekarang, dan agar tahu pandangan hukum Islam mengenai mahar
Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan jumlah mahar. Adanya
mahar Rp.50.000,00 juga masih kurang dari batasan yang ditentukan oleh
Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Pada zaman sekarang Rp.50.000,00
tidak berharga lagi, padahal di syarat-syarat mahar salah satunya adalah
menggunakan harta atau barang yang berharga. Sedangkan uang
Rp.50.000,00 tidak berharga lagi untuk zaman sekarang.

Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan
penelitian dan akan menganalisa terhadap ketentuan mahar berupa uang
Rp.50.000,00 menurut hukum Islam, dan akan menyusunnya ke dalam
skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat
Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan

Mojokerto™
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1.

Deskripsi mahar berupa uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa

Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

. Kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa

Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan

mahar dalam hukum Islam.

. Dasar hukum mahar dalam perkawinan.

Bentuk-bentuk mahar dalam perkawinan.

. Manfaat mahar pernikahan dengan uang Rp.50.000,00.

Dampak adanya ketentuan mahar Rp.50.000,00.

. Alasan mengapa sebagian masyarakat Dusun Jogodayoh tidak

menggunakan ketentuan mahar berupa uang Rp.50.000,00.

. Kedudukan perempuan.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan

arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-

masalah berikut ini:

1.

Deskripsi mahar berupa mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa

Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

. Kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa

Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan

mahar dalam hukum Islam.
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C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai

berikut:

1.

Bagaimana ketentuan adat tentang pemberian mahar Rp.50.000,00 di
Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten

Mojokerto?

. Bagaimana kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun

Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi

pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil

penelitian yang membahas masalah tentang mahar:

1.

Skripsi dari Slamet Nugroho yang berjudul “Analisis Pendapat Imam
Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah’. Skripsi ini berisi tentang
pendapat Imam Malik mengenai mahar, apakah mahar termasuk rukun
atau syarat sahnya nikah. Mahar menurut Imam Malik itu sebagai rukun
nikah bukan syarat sahnya nikah. Persamaan antara penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu hanya sama dalam membahas tentang mahar.

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
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penelitian ini menggunakan pendapat dari Imam Malik tentang mahar
sebagai rukun nikah, yang mana menurut Imam Syafi’i mahar bukan
termasuk rukun nikah, pendapat ini juga sama halnya dengan pendapat
Imam Hambali dan Imam Hanafi. Sedangkan penelitian penulis itu fokus
terhadap mahar yang dikaji dengan hukum Islam, bagaimana
kesesuainnya mahar dengan hukum Islam.®
2. Skripsi dari Suria Nensi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap
Mahar dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten
Gowa’. Skripsi ini berisi tentang persepsi masyarakat tentang mahar dan
uang panai' yang akan diberikan kepada seorang istri. Persamaan skripsi
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama dalam membahas
tentang mahar dan adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mahar dan vang panar’
yang dilihat dari persepsi dari masyarakat pada adat pernikahan. Uang
panai’ adalah biaya berupa uang yang dikeluarkan dari pihak laki-laki
kepada pihak perempuan yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua
belah pihak, dan uang tersebut digunakan untuk biaya resepsi pernikahan.
Dalam pandangan masyarakat Desa Tanete, besarnya nilai mahar dan
uang panai’ itu merupakan pencerminan status sosial calon pengantin,
semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar mahar

dan uang panai’ yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Sedangkan

** Slamet Nugroho, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah”
(Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014).
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penelitian penulis fokus terhadap mahar yang dikaji dengan hukum Islam,
bagaimana kesesuainnya mahar dengan hukum Islam.

3. Skripsi dari Eggy Purnama yang berjudul “Nikah Tanpa Mahar Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi ini berisi
tentang menganalisis mengenai kewajiban suami membayar mahar
berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama dalam membahas
tentang mahar. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah penelitian ini membahas tentang nikah tanpa memberikan mahar
dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa mempelai pria wajib
memberikan mahar kepada mempelai wanita.*

4. Skripsi dari Maisura yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan
Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya”. Skripsi ini berisi tentang penetapan mahar dalam
perkawinan masyarakat Gampong Meunasah Keude dan untuk
mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama dalam membahas
mahar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam
skripsi ini adalah penetapan dalam maharnya dilihat dari sisi keturunan,

kecantikan, dan hal ini menjadikan mahar yang sangat tinggi, dan bisa

%% Suria Nensi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Pana’i Pada Adat Pernikahan di
Desa Tanete Kabupaten Gowa™ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

** Eggy Purnama, “Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Islam” (Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung, 2016).
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membawa pengaruh yang negatif untuk pemuda Gampong Meunasah
Keude.”!

5. Jurnal dari Andi Rifaa’atusy Syarifah yang berjudul “Persepsi Masyarakat
Terhadap Mahar Dan Uang Acara (Dui’ Menre) Dalam Adat Pernikahan
Masyarakat Bugis Di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten
Soppeng”. Skripsi ini berisi tentang persepsi masyarakat terhadap mahar
dan uang acara dalam pernikahan yang diberikan kepada seorang istri
yang mana pemberian itu termasuk adat. Persamaan penelitan ini dengan
penelitian penulis yaitu sama dalam membahas tentang mahar. Perbedaan
dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini
membahas uang acara juga dalam adat pernikahan pada masyarakat bugis.
Du’i menre adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-
laki pada saat mappettu ada (memastikan kelanjutan acara pernikahan).
Du’i menre ini digunakan untuk biaya saat pernikahan. Sedangkan
penelitian penulis itu fokus hanya pada maharnya saja yang dikaji dengan

hukum Islam.*?

3! Maisuri, “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” (Skrips--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, 2018).

> Andi Rifaa’atusy Syarifah, “Perspsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Du’i
Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010).
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E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1.

Mengetahui secara lebih mendalam tentang ketentuan adat mahar berupa
uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

. Mengetahui kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun

Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Kabupaten Mojokerto dengan

ketentuan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

hal-hal sebagai berikut:

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman
hukum Islam dan perkawinan dengan mahar berupa uang Rp.50.000,00
serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada
umumnya. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para

peneliti di masa yang akan datang.

. Segi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya

pemasyarakatan khususnya dalam sosialisasi pemahaman tentang hukum
Islam dan memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku,

khususnya bagi yang mau melangsungkan perkawinan.
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G. Definisi Operasional
Definisi operasional untuk menghindari terhadap penyimpangan
pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya pejelasan yang dapat
dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu
Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang
sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat
bagi semua pemeluknya.”> Hukum Islam yang dimaksud penulis dalam
skripsinya adalah menggunakan pendapat dari Nabi Muhammad, madzhab
Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi’i, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Mahar Rp.50.000,00 merupakan mas kawin yang diberikan oleh suami
kepada istrinya dengan uang Rp.50.000,00. Manfaat dan ketentuan mahar
ini yang belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang perkawinan
atau Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menggunakan mahar

Rp.50.000,00 ini tidak seperti mahar pada umumnya.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis mengenai data yang akan dicari yang
berkaitan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil dan

. . . . . 4
selanjutnya dicari bagaimana cara penyelesaiannya.’

% Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal llmiah Universitas
Batanghari Jambi, No. 2, Vol. 17 (2017), 24.
* Wardi Bahtiar, Metodologi Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 2001), 1.
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Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Oleh karena
itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan
sebagai objek penelitian, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan
benar. Maka, penulis akan menggunakan beberapa metode penulisan sebagai
berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan
Terdapat beberapa data yang dapat dihimpun untuk menjawab
pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:
a. Data tentang sejarah adanya mahar Rp.50.000.00.
b. Data warga yang melangsungkan pernikahan yang menggunakan
mahar Rp.50.000.00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon.
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data
yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:
a. Sumber primer
Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung dari
subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data
langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.” Dengan
kata lain, suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan
pada atau di sekitar waktu yang sedang dipelajari yang akan dijadikan
sumber primer yaitu:

1) Pihak mempelai yang maharya berupa uang Rp.50.000,00.

% Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
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2) Keluarga mempelai.
3) Modin di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto.
b. Sumber sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber
yang sudah ada atau data yang sudah tersedia yang berfungsi untuk
data-data primer, seperti karya dari buku atau artikel®°. Jadi, memakai
buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:
1) Figih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
2) Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam peenlitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik
dalam pengumpulan data yaitu berupa:

a. Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu. Dalam proses interview terdapat dua pihak dengan
kedudukan yang berbeda yakni penanya dan pemberi informasi.
Interview mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan
dan menilai jawaban-jawabannya.”” Wawancara yang akan dilakukan

yaitu penulis akan mewawancarai para pihak yang melangsungkan

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 111 (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.
37 Masrukan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 212.
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pernikahan menggunakan mahar Rp.50.000,00 agar penulis tahu
menurut para pihak mengenai ketentuan mahar di Dusun Jogodayoh
seperti apa. Mewawancarai keluarga dari para pihak yang
melangsungkan menggunakan mahar Rp.50.000,00 dan akan
mewawancarai modin Dusun Jogodayoh. Wawancara dilakukan penulis
agar penulis mendapatakan data dan informasi yang terkait dengan
skripsi penulis dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis
dalam skripsi ini.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan
data-data yang berisi sejumlah fakta yang terkait dengan objek yang
diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.*®
Dalam penelitian ini yang digunakan data-data tertulis seperti
literatur-literatur mengenai mahar.
4. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi
kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan

serta relevansinya dengan permasalahan.’® Jadi, penulis akan

*¥ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
** Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

91.



21

memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari penelitiannya. Data
yang dimaksud adalah data-data tentang mahar dan ketentuan adat di
Dusun Jogodayoh.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah.*’ Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian itu akan di
susun kembali sehingga memperoleh gambaran yang sesuai. Data-data
tentang mahar dan ketentuan adat disusun untuk menjawab rumusan
masalah.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dan dikumpulkan, maka perlu suatu
bentuk teknik analisa data yang tepat. Pengertian analisa data sangatlah
banyak, salah satunya yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong. Dia
mendefinisikan analisa data sebagai proses pengorganisasian dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan
seperti yang disarankan oleh data.*’

Penganalisaan data ini merupakan tahap yang sangat penting, data
yang akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan
masalah yang dikemukakan. Analisa data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode teknik deskripsi. Teknik deskripsi yaitu

menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan data hasil

“Tbid., 91.
*! Masrukan, Metodologi Penelitian Hukum..., 205.
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penelitian yang diperoleh penulis dengan wawancara dengan
perbandingan bahan pustaka atau data, kemudian ditarik menjadi
kesimpulan. Kemudian deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola
pikir induktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-
pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas, dan
cara berfikirnya akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari

berbagai kasus.*

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian itu ditata dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang
latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan, berisi landasan teori tentang
konsep mahar dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Meliputi manfaat mahar, dasar hukum mahar nikah,bentuk dan jenis mahar,
syarat-syarat mahar, dan kadar mahar.

Bab ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian tentang pemberian
mahar berupa uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Pada bab ini meliputi diskripsi wilayah,

* Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 48.
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biografi mempelai, tujuan atau faktor pelaku dalam pemberian mahar berupa
uang Rp.50.000,00, dampak negatif dan positif adanya mahar Rp.50.000,00
serta penjelasan alasan kenapa sebagian masyarakat Dusun Jogodayoh Desa
Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini ada yang tidak
menetapkan mahar Rp.50.000,00 sehingga mulai berkurang masyarakat yang
melangsungkan pernikahan menggunakan mahar Rp.50.000,00.

Bab keempat, menjelaskan tentang kesesuaian terhadap hasil penelitian
mahar berupa uang Rp.50.000,00 yang diperoleh dari data wawancara
kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang
diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bagaimana
tinjauan hukum Islam mengenai pemberian mahar berupa uang Rp.50.000,00.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan
dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat

pada umumnya.



BABII

MAHAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar
a. Pengertian secara etimologi
Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk mufrad sedang bentuk
Jama’™nya adalah mahur yang secara etimologi berarti mas kawin.
Sedangkan menurut Imam Ibn Al-Qasim mahar disebut juga dengan
istilah sadag yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang
wajib diberikan yang disebabkan adanya sebuah pernikahan. Benda yang
diberikan kepada istri disebut sadag karena memberi kesan bahwa
pemberi” benar-benar menunjukan rasa cinta dengan ditandai adanya
sebuah pernikahan. Sadag (mahar) bisa juga diartikan penghormatan
kepada istri.'
b. Pengertian secara terminologi
Pengertian mahar secara terminologi adalah pemberian wajib dari
calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon
suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri
kepada calon suaminya. Mahar juga bisa diartikan suatu pemberian yang

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk

" Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya: Srikandi, 2007), 3.
24
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benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).” Pengertian mahar

menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1) Menurut madzhab Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan
oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dapat
menguasai seluruh anggota badanya.’

2) Menurut madzhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan
seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.’

3) Menurut madzhab Hambali mahar itu sebagai pengganti dalam akad
pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan
setelahnya akad dengan keridhoan kedua belah pihak atau hakim.’

4) Menurut madzhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan
kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.®

5) Dalam pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah
pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,
baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam.”

Pengertian mahar yang sudah dijelaskan di atas nampaknya tidak
ada perbedaan yang mendasar di mana setiap defisi memberikan
pengertian yang beragam dan mempunyai unsur pengertian yang sama

tentang mahar, bahwa yang di maksud tentang mahar adalah sesuatu

? Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

* Slamet Abbidin dan Aminudin, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV .Pustaka Setia, 1999), 106.

* Ibid.

° Ibid.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al-Kattan (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 230.

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 113.
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yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang

diakibatkan adanya sebuah pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahar

Definisi yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hukum mahar adalah
wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib
menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar
bagi suami kepada istrinya ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadith
Nabi. Dalil dalam ayat Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 24

yang berbunyi:
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“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu
untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu
nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menetukan mahar itu. Sesungguhnya Allah

maha mengetahui lagi maha bijaksana”.®

Firman Allah dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 25:

Do W ESG U el i) olasll 55 O b 280 g 253
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¥ Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah, 2014), 81.
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“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan
menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu
miliki. Allah mengetahui keimanamu. Sebagian dari kamu adalah
dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena
itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas
kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan
yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan
yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Apabila mereka sudah
berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina),
maka (hukuman) bagi mereka setengan dari apa (hukuman)
perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan
menikahi hamba sahaya) itu adalah bagi orang-orang yang takut
terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi
jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun,
maha penyayang”.”

Adapun dalil dari hadith di antaranya adalah sabda Nabi yaitu:

0

& aha g s “évU‘L;LﬂL;J‘@ ZJ@m‘@bj&ﬁJ@*i@ﬁ

C&Jsh}; 51 3 22222l BHRRCENCEES b shy asdasal Gus
“Dari Sahal Sa’ad Ra berkata: “Nabi Muhammad pernah
menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan mas kawin
sebuah cincin dari besi. (HR.Al-Hakim)."

S\‘;o

N

Ditetapkan dari Nabi bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas
dari mahar. Disunnahkan menentukan mahar di dalam akad karena
pernikahan Rasulullah tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan
karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. "’

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan

mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan

° Ibid.

' Muhammad Bin Ismail Al-Amir As-San’ani, Subulus Salam, terj. Ali Nur Medan, et al.,
(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 719.
" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 232.
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mahar kepada istri. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah
bagi suatu perkawinan, berarti apabila pernikahan tidak ada mahar, maka
pernikahannya tidak sah.'

Dalam hukum Islam apabila perkawinan itu sudah berlangsung
sempurna secara shar’i maka pada saat akad berlangsung masing-masing
pihak yang melakukan akad akan meminta hak bagi istri terhadap suaminya

yang berupa mahar."” Seperti dalam surah An-Nisa’ ayat 4:

PP
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“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.'*

B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar
1. Klasifikasi Mahar
a. Mahar musamma
Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan
kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika akad nikah tidak disebutkan
berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya

tetap sah, kemudian yang wajib atas suami adalah batasan mahar

mithil.”

12 Amir Syarifuddin, Hukun Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 04), 87.
Y Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya: Srikandi, 2007), 1.

'* Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 77.

'S Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimabh..., 14.
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Mahar musamma ini sebaiknya diserahkan langsung secara tunai
pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun
demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara
tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Bila mahar tidak
diberikan secara tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah
melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam
bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah
mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan
sewaktu akad.'®

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaan mahar musamma
harus diberikan secara penuh apabila:

1) Suami istri sudah melakukan hubungan suami istri.

2) Salah satu dari suami istri meninggal.'’

b. Mahar mithil

Mahar mithil adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan

seperti maharnya perempuan-perempuan yang sepadan dengannya pada
waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan, agama,
perawan atau janda, dan daerah si perempuan tinggal.'® Mahar mithil itu
tidak disebutkan jumlah maharnya, pada saat sebelum akad nikah
maupun setelah akad nikah. Mahar mithil akan terjadi apabila dalam

keadaan sebagai berikut:

16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia..., 89.
' Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.
'8 Sayyid Sabiq, Ringkasan Figih Sunnah (Depok: Senja Media Utama, 2017), 404.
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1) Apabila tidak disebutkan jumlah dan besarnya mahar ketika
berlangsung akad nikah, kemudian suami telah mencampuri istrinya,
atau meninggal sebelum mencampuri istrinya.

2) Apabila mahar musamma belum dibayar, sedangkan suaminya sudah
mencampuri istrinya, dan ternyata nikahnya tidak sah."

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, berdasarkan QS. Al-

Bagarah ayat 236 yang berbunyi:
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“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang
belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan
maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang
mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu
menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang

patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat

kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

Menurut Imam Malik seorang suami bisa memilih salah satu dari
tiga kemungkinan. Apakah seorang suami menceraikan istrinya atau
tanpa menentukan maharnya, seperti yang sudah diminta oleh pihak istri
atau ia menentukan mahar mithil-nya.*'

2. Kualifikasi Mahar
Kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta

Syarat-syaratnya.

' Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat |..., 119.

% Kementria Agama, A/-Quran dan Terjemahan..., 37.

*! Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2007), 112.
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a. Syarat-syarat mahar
Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi
beberapa syarat, yaitu:
1) Berupa harta atau benda yang berharga
Tidak sah apabila mahar menggunakan barang yang tidak
berharga.??
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya
Tidak sah apabila mahar berupa barang yang tidak suci seperti
minum-minuman keras, babi, darah dan bangkai, karena semua itu
termasuk barang yang najis, tidak berharga dan tidak ada manfaatnya
buat kita. Walaupun menurut sebagian orang barang itu berharga
akan tetapi untuk orang muslim barang-barang itu tidak boleh di
miliki, sehingga tidak mungkin barang tersebut dijadikan sebagai
mahar.”’
3) Barang bukan barang ghasab
Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin
pemiliknya namun tidak ada maksud untuk memiliki barang yang
diambil tersebut karena berniat untuk mengembalikan barang
tersebut kepada pemiliknya. Memberikan mahar dengan barang hasil

ghasab itu tidak sah, akan tetapi akadnya tetap sah.**

> Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 87.
2 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah..., 12.
* Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 40.
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4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya
Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau
tidak disebutkan jenis barangnya. Imam Syafi’i mengatakan bahwa:
“mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui
keadaan dan jenisnya”. >
3. Kadar Mahar
Dalam mengenai kadar mahar ada beberapa pendapat. Akan tetapi,
dalam agama Islam tidak ada penetapan mengenai jumlah besar atau
kecilnya jumlah mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang
dan sempitnya rezeki.”® Para ulama juga sudah sepakat bahwa tidak ada
batasan maksimal mengenai jumlah mahar. Karena tidak disebutkan di

dalam shariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.”’

Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 20:
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“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka

harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit
pun darinya. (An-Nisa’: 20)”.*®

2 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah..., 13.

%% Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.
*" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 234.

*¥ Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 81.
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Adapun beberapa pendapat para mazhab mengenai batasan minimal
jumlah mahar yaitu:
a. Pendapat Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i mahar itu termasuk syarat sahnya nikah.
Mengenai batasan minimal jumlah mahar, Imam Syafi’i berpendapat
bahwa tidak ada batasan maksimal mahar.*’

Sedangkan mengenai batasan jumlah minimal mahar beliau
berpendapat tidak ada batasannya. Sahnya mahar itu tidak diukur
dengan sesuatu, maka dari itu maharnya akan tetap sah meskipun
menggunakan harta yang sedikit. Batasan mahar menurut Imam Syafi’i
adalah dalam hal sesuatu yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai
sah untuk dijadikan mahar dan yang masih dihargai oleh masyarakat.*
Pendapat ini berdasarkan hadith Nabi Muhammad:

Jduyu(@uy\ 152551 Hﬁju&w o d Jotg JB 16 e 1 o2
(@3 5 oly) 0318V B 25 G d 356 i B S G

“Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah bersabda: nikahkanlah

wanita-wanita yang tidak bersuami (janda atau perawan) sampai

tiga kali. Beliau di tanya apa yang menghubungkan (alagah) di

antara mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab apa yang

direlai oleh yang mempunyai”.’'

b. Pendapat Imam Malik
Menurut Imam Malik mahar termasuk rukun nikah, dan nikahnya

akan tetap sah tanpa menyebutkan mahar pada waktu akad nikah,

» Darmawan, Eksisitensi Mahar dan Walimah..., 27.

3 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 236.

' Ali Bin Umar Ad-Daruqutni, Sunan Al-Daruqutni, terj. Amir Hamzah Fachrudin, et al.,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 151.
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kecuali dengan shighat ghibah’* Imam Malik berpendapat mengenai
batasan maksimal mahar bahwa tidak ada batasan mengenai maksimal
mahar, akan tetapi beliau berpendapat mengenai batasan minimalnya
mahar yaitu paling rendah seperempat dinar atau tiga dirham perak
murni yang sama sekali tidak dicampur dengan bahan yang lain, atau
bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.™

Mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukan
harga diri dan posisi perempuan. Dalam pernikahan apabila seorang laki-
laki menikahi seorang perempuan yang maharnya kurang, maka laki-laki
tersebut harus menyempurnakan maharnya untuk istrinya apabila dia
sudah menyetubuhi istrinya tersebut, apabila istrinya belum disetubuhi
suaminya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu sempurnakan
maharnya atau kamu batalkan pernikahannya.**

Dalam hal ini, Imam Malik menganalogikan mahar dengam
sesuatu yang mewajibkan adanya potong tangan dalam masalah sarigoh
dengan jami’. Setiap anggota tubuh yang boleh dihalalkan dengan harta,
maka pasti boleh dikira-kirakan dengan harta. Maka dari itu, Imam
Malik berpendapat bahwa mahar itu ada batasan minimalnya, harta yang
dicari untuk dapat menghalalkan adanya hukuman potong tangan dalam

sarigoh.>

2 1bid., 30.

33 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 42.

** Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 236.
3% Darmawan, Eksisitensi Mahar dan Walimah..., 31.
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c. Pendapat Abu Hanifah

Pendapat Abu Hanifah sama seperti pendapat Imam Malik bahwa
mahar itu ada batasan minimalnya, akan tetapi Abu Hanifah
berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 dirham atau barang
yang senilai dengan 10 dirham. Ukuran satu dirham beratnya sama
dengan 1,12 gram emas murni maka 10 dirham adalah seberat 11,2 gram
emas murni.*®

Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena menganalogikan
kepada pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong.
Menurut mereka, pencurian dalam satu dinar atau sepuluh dirham itu
untuk menampakkan posisi perempuan. Maka, penetapan mahar dengan
harta suami memiliki nilai kepentingan.’’

Apabila terjadi persengketaan antara suami istri tidak terlepas dari
masalah penerimaan, apakah mahar sudah diberikan atau belum, atau
kadar besarnya mahar, macamnya, atau waktunya. Imam Malik
mengatakan bahwa apabila persengketaan itu terjadi sebelum dukhul,
sedangkan suami mengeluarkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata
istri dan begitu juga sebaliknya, maka berarti keduanya saling
bersumpah dan saling membatalkan. Salah satu antara suami dan istri
apabila sudah bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak maka yang
dijadikan pegangan adalah kata-kata orang yang bersumpah. Suami dan

istri apabila keduanya menolak, maka keduanya sama seperti apabila

3 Ibid., 32.
37 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 235.
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mereka bersumpah. Antara istri dan suami yang salah satunya
mengeluarkan kata-kata yang mirip, maka kata-kata itulah yang
dijadikan pegangan.*®
4. Hikmah Mahar
Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah:

a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Hal ini menandakan bahwa
merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya adalah laki-
laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Seorang laki-lakilah
yang berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan seorang
perempuan.

b. Menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya,
yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar
harga seorang perempuan.

c. Perlambang kesungguhan. Pemberian mahar menunjukan bahwa laki-
laki itu bersungguh-sungguh untuk menikahi seorang perempun.
Pernikahan bukan sekedar menjalin hubungan yang biasa, tetapi serius
dalam menjalin hubungan keluarga.

d. Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki, karena
kemampuan dalam mengendalikan perasaannya lebih besar dari pada
perempuan. Laki-laki lebih bisa menjadi seorang pemimpin untuk

mengatur kehidupan keluarganya.”

** Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 51.
3% Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press), 479.
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5. Tujuan Disyariatkannya Mahar
Perspektif hukum secara umum, bahwa persyariatan suatu hukum
adalah untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia, serta untuk
memberi manfaat dan menolak keburukan. Oleh karena itu, tujuan
disyariatkannya mahar adalah:
a. Memberikan hak pemilikan harta kepada perempuan
Islam memberikan hak-hak pemilikan harta kepada perempuan,
dan salah satu dari pada hak pemilikan tersebut ialah dengan sebab
perkawinan, yaitu hak menerima dan memiliki mahar. Persyaritan mahar
telah menjelaskan secara prinsip dalam Islam yang adil dan ini juga yang
akan membedakan penerapan mahar pada zaman jahiliyyah yang tidak
menghormati hak perempuan dalam aspek pemilikan perempuan. Maka,
sebenarnya Islam dengan persyariatan mahar telah memberikan hak
mutlak kepada perempuan tanpa campur tangan orang lain. Hal ini
bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi
kepada perempuan sekaligus untuk membedakan mahar dengan
pemberian-pemberian yang lain, seperti barang-barang yang diperlukan
oleh calon istrinya.*’
b. Memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan
Penerapan mahar yang dipraktekkan sebelum Islam itu menindas

dan tidak dapat melindungi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini di

% Abdul Haq Syawqi, “Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di
Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)” (Tesis--Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 43.
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karenakan suami bisa menuntut kembali mahar yang diberikan dan
berbeda ketika Islam datang. Islam melihat mahar bukan hanya sebagai
lambang kasih sayang, mahar itu digambarkan melalui pemberian yang
berpotensi sebagai jaminan sosio ekonomi, bahkan sebagai pelindung
bagi perempuan. Mahar juga bisa menghindarkan terjadinya perceraian,
sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan istrinya
dan menceraikannya dengan mudah.*’
c. Memberikan kemuliaan kepada perempuan

Islam menolak mengenai diskriminasi kepada kaum perempuan.
Kedudukan perempuan sejak kedatangan Islam lebih terjamin dari pada
ketika Islam belum ada. Pada zaman jahiliyyah, mahar hanya dijadikan
sebagai harga kepada perempuan. Sementara perempuan dianggap
sebagai aset dan sumber kekayaan keluarga. Mereka menganggap
bayaran perkawinan tersebut sebagai upah untuk membesarkan anak
perempuannya tersebut.**

Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan seorang
perempuan. Memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam
memberikan mahar kepada perempuan itu juga menunjukkan keadilan
Islam dalam memuliakan seorang perempuan. Hal ini sangat berbeda

dengan zaman jahiliyyah yang tidak menghormati hak-hak perempuan,

1 Tbid., 44.
2 1bid., 45.
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bahkan meletakkan perempuan pada kedudukan yang terendah dalam

masyarakat.*

C. Kedudukan Wanita

Sebelum Islam datang, perempuan sangatlah menderita karena tidak
memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban romawi misalnya,
wanita itu sepenuhnya berada di bawah kekusaan ayahnya, setelah nikah
kekuasaan tersebut pindah ke suaminya. Kekuasaan ini mencangkup seperti
menganiaya, menjual, mengusir dan lain sebagainya.**

Ketika Islam datang, Islam sudah mengangkat posisi perempuan
menjadi lebih tinggi, memberikan kehormatan, kebebasan dan memberikan
hak pribadinya. Allah telah memberikan seorang perempuan hak untuk
memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua isi kehidupan lainnya,
bahkan mereka diberi kebebasan dalam memiliki harta benda, hibah, dan lain
sebagainya, bahkan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur kecuali
setelah mendapat izin darinya. Ketika Islam datang, seorang perempuan
diberikan bagian dalam mendapatkan warisan. Islam benar-benar telah
menjaga hak-hak kaum perempuan.*’

Perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan
pasangan hidupnya, maka sebuah pernikahan tidak akan terjadi apabila tidak

ada izin darinya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama

43 11
Ibid., 46.
* Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam”, Gender Equality: Internasional Journal of
Child and Gender Studies, No. 1, Vol. 1 (Maret, 2015), 16.
* Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi, Fikih Perempuan (Jakarta: Amzah, 2003), 109.
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di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama dalam mengakhiri
rumah tangganya melalui cara khAul/u’. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa dalam Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan
menghargai perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap
sebagai makhluk yang setara, bahkan satu sama lain saling membutuhkan,
tidak ada kodrat yang menjadikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki
ataupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan seharusnya tunduk kepada
kebenaran dan harus sama-sama menegakkan keadilan.*®
Adapun hak-hak istimewa perempuan dan laki-laki yaitu:

1. Mempertahankan nama saat masa gadisnya, sebagai tanda kemandirian
pribadinya.

2. Kekuasaan, menurut mayoritas mazhab fikih Islam, mengenai mengizinkan
atau tidak mengizinkan coifus interuptus dalam soal perkawinan sebagai
suatu metode kontrasepsi.

3. Hak atas cinta dan kasih yang lebih besar, sebagai ibu dari anak-anaknya.

4. Kemerdekaan ekonomi dan kapasitas hukum yang sama. Islam sudah
memberikan kepada wanita kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki.
Hal ini menunjukan bahwa ia mempunyai kemampuan memasuki segala
macam pengaturan perjanjian, dan menjalankan perusahaan atas namanya
sendiri tanpa memerlukan persetujuan suaminya.*’

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, bahwa perempuan juga memiliki

hak secara penuh dalam hal mengungkapkan pendapat ketika dia dimintai

% Agustin Hanapi, Peran Peremupan Dalam Islam..., 17.
*"Abd. Al-Rahim ‘Umran, Is/am dan KB (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), 58.
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untuk mengutarakan pendapatnya. Perempuan juga berhak untuk menuntut
haknya apabila dia merasa haknya dilanggar.*®
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam itu merupakan agama
yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dihadapan Allah.
Dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu dianggap setara, bahkan satu sama
lain saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam memposisikan
perempuan itu sebagai makhluk yang mulia. Tidak ada diskriminasi peran
antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa
antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan yaitu dalam QS. Al-Nahl
ayat 97:
uum,uv_x\ s b su;mwyji/ws\; s B k25
5 }l.&ii \Ju'\.f
“Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang

telah mereka kerjakan”. *

Berdasarkan keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam
mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta
kepribadian yang bebas. Ayat tersebut juga menunjukan bahwasannya tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan mereka termasuk satu
keturunan, maka tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang yang berasal
dari satu kelompok dari yang lainnya.”® Jadi, laki-laki dan perempuan itu

sebenarnya tidak dibedakan mengenai apapun. Laki-laki dan perempuan

* M.Sarbini, Hak-Hak Wanita Dalam Figih Islam..., 612.
* Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 277.
%0 Agustin Hanapi, Peran Perempuan Dalam Islam..., 18.
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mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Q.S An-Nisa’ ayat 1
menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan dan
saling melengkapi.
Yy gl &35 Gag W Glag 30lg 5 2 28T D) 1555 1680 200 T
g 38le 08 &) pssVg 4 Ofses 0l 1480 2y s
“Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhnmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya
(Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan

kekeluargaan. Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan
mengawasimu”.”’

D. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah dan
bukan termasuk syarat sah nikah, akan tetapi merupakan suatu kewajiban
yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istrinya, baik diberikan
secara langsung atau kontan maupun tidak dalam persetujuan yang sudah
disetujui dari pihak calom istri.

Mahar diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38 BAB V Kompilasi Hukum
Islam, yang lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua

belah pihak.

°! Kementrian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 77.



43

Pasal 31 mejelaskan bahwa penentuan mahar itu berdasarkan asas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32 menjelaskan bahwa mahar itu diberikan langsung kepada calon
mempelai wanita, dan sejak saat itu mahar sudah menjadi hak milik istrinya,
bukan menjadi hak suami ataupun keluarga dari pihak istri.

Pada Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar berisi 2 ayat,
yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, apabila
calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan
baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan
penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Pasal 34 berisi 2 ayat, yang pertama yaitu kewajiban menyerahkan
mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kedua, kelalaian menyebut
jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya
perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak
mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35 berisi 3 ayat, yang pertama yaitu suami yang mentalak istrinya
gobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan
dalam akad nikah. Kedua, apabila suami meninggal dunia gabla al-dukhul
seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Ketiga, apabila
perceraian terjadi gabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan,
maka suami wajib membayar mahar mithil.

Pasal 36 membahas tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan,

mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya
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atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai
dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 membahas tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai
jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke
Pengadilan Agama.

Terakhir yaitu Pasal 38 yang berisi 2 ayat. Pertama yaitu apabila mahar
yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita
tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
Kedua, apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus
menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya

belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.>*

>2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 120.



BAB III

PEMBERIAN MAHAR Rp.50.000,00 DI DUSUN JOGODAYOH DESA
JABON KECAMATAN MOJOANY AR KABUPATEN MOJOKERTO

A.Kondisi Wilayah Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto Pada Tahun 2018
1. Keadaan Geografis
Jogodayoh adalah dusun yang terletak di Desa Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Data jumlah penduduk dari Dusun
Jogodayoh sebagai berikut:

Tabel (3.1) Data Keterangan Jumlah Penduduk

No Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki-laki 2.903
2 | Perempuan 2964

Jumlah keseluruhan 5.867

Data ini bersumber dari hasil wawancara. Dari sekian banyak
penduduk yang ada, kemungkinan masih bisa bertambah dan berkurang,
karena adanya kematian dan juga bisa diakibatkan karena penduduk yang
pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah daerah Mojokerto.'

2. Kondisi Keagamaan

Penduduk Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar

Kabupaten Mojokerto ini selain beragama Islam, banyak yang menganut

agama lain. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel (3.2):

' Dokumen Balai Desa Kecamatan Mojoanyar.

45
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Tabel (3.2) Data Keterangan Status Agama

No. Agama Jumlah
1 | Islam 5616
2 | Kristen 207
3 | Hindu -

4 | Budha 10
5 | Katolik 34
Jumlah keseluruhan 5867

Data ini bersumber dari hasil wawancara. Dari tabel di atas, sudah
jelas bahwa mayoritas masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini beragama Islam. Maka
dari itu, tidak heran apabila banyak masyarakat yang mondok dan
menetapkan mahar Rp.50.000,00. Masyarakat juga patuh dengan para kyai
dan sesepuh di dusun tersebut.”

4. Kondisi Ekonomi

Keadaaan sosial ekonomi penduduk Dusun Jogodayoh Desa Jabon
Kecamatan Mojoanyar Kecamatan Mojokerto bisa dilihat status mata
pencaharian atau pekerjaannya, dapat dilihat dalam tabel (3.3) yaitu:’

Tabel (3.3) Data Profesi Penduduk

No. Profesi Jumlah
1 | Pegawai Swasta 1012 jiwa
2 | Wiraswasta atau pedagang 96 jiwa
3 | PNS 163 jiwa
4 | Petani 209 jiwa
5 | Nelayan -

6 | Buruh Tani 102 jiwa
7 | Pertukangan 98 jiwa
8 | TNI/Polri 27 jiwa
9 | Pensiunan 59 jiwa

2 Ibid.
3 Ibid.
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10 | Pemulung 2 jiwa
11 | Jasa 32 jiwa
Jumlah keseluruhan 1800 jiwa

Data ini bersumber dari hasil wawancara. Dari tabel diatas, bisa
disimpulkan bahwa masyarakat banyak yang memiliki pekerjaan sebagai
pegawai swasta. Maka dari itu, apabila masyarakat Dusun Jogodayoh
menetapkan mahar dengan jumlah Rp.50.000,00 karena penghasilan mereka
tidak banyak, dan menggunakan mahar Rp.50.000,00 sudah sesuai dengan

keadaan ekonomi mereka.

B. Deskripsi Tentang Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00 di Desa
Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

1. Sejarah Adanya Mahar Rp.50.000,00

Sejarah adanya mahar berupa uvang Rp.50.000,00 ketika ada seorang
kyai yang bernama Ahmad Khusairi. Kyai tersebut pernah berdakwah pada
santri-santrinya mengenai pernikahan termasuk mahar. Kyai Khusairi tidak
mempunyai keturunan, akan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama
Ainul Ghuri yang menjadi santri kyai Khusairi. Kyai Khusairi berasal dari
Sidoarjo dan pernah mondok di Ploso Jombang. Kyai Khusairi juga sering
berdakwa di berbagai tempat dan salah satunya di Mojokerto. Kyai
Khusairi menetap di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten
Mojokerto. Kyai Khusairi menetap di Mojokerto mendirikan pondok
pesantren yang bernama Al-Khusairiyah yang terletak di Desa Jabon

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
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Kyai Khusairi bertemu kyai Ainul Ghuri yang menjadi santrinya dan
dijadikan anak angkatnya. Kyai Ainul Ghuri juga dipasrahi kyai Khusairi
mengenai pondok pesanten Al-Khusairiyah untuk meneruskan mengasuh
pondok. Kyai Ainul Ghuri termasuk penduduk asli Dusun Jogodayoh Desa
Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Kyai Ghuri
mempunyai istri yang bernama Mujdalifah dan mempunyai 5 anak. Kyai
Ghuri meninggal pada tahun 2011.*

Asal mula mahar menggunakan uang Rp.50.000,00, ketika kyai
Khusairi berdakwa mengenai pendapatnya kepada santri-santrinya
bahwasannya mahar itu lebih baik sedikit, karena sebaik-baik wanita itu
adalah yang maharnya sedikit. Kyai Khusairi memberikan anjuran kepada
santri-santrinya untuk memberikan mahar yang sedikit kepada calon
istrinya. Kyai Khusairi mengatakan kepada santrinya bahwa kyai Khusairi
memberikan anjuran seperti itu karena kehati-hatian beliau mengenai
mahar. Kyai Khusairi berpendapat bahwa mahar itu seharusnya sekali
habis, sekali pakai, jadi tidak perlu mahar yang banyak. Mahar yang
diberikan kepada istri seharusnya dipakai dan dihabiskan sendiri oleh
istrinya itu, maka dari itu lebih baik tidak berlebihan untuk memberikan
mahar kepada istrinya. Pemberian mahar yang sedikit karena agar tidak
memberatkan suami, jadi tidak menghalangi seorang laki-laki yang ingin

menikah meskipun dengan modal yang sedikit.’

* Abdul Malik, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.

S Tbid.
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Masyarakat yang ada di sana juga sangat menghormati kyai Khusairi
yang menganjurkan mengenai mahar tersebut. Oleh karena itu, mereka
menetapkan mahar uang dengan jumlah Rp.50.000,00. Mereka juga ada
yang menyatakan bahwa sebenarnya pada zaman dahulu ketika kyai
tesebut masih ada, mahar yang diberikan itu ada yang berjumlah
Rp.20.000,00. Seiring berkembangnya zaman, jumlah mahar dijadikan
sebesar Rp.50.000,00. Anjuran dari kyai Khusairi mengenai jumlah mahar
tidak mengharuskan jumlah mahar yang akan diberikan kepada istrinya itu
tetap sama sepanjang masa, akan tetapi bisa dirubah sesuai zaman, tapi
tetap dianjurkan menggunakan mahar yang sedikit. Hal ini tidak
memandang dari pihak laki-laki atau perempuan itu berasal dari keluarga
kaya, berpendidikan, terpandang atau yang lain, akan tetapi hal ini berlaku
untuk semua kalangan.®

Kyai Ainul Ghuri berpendapat demikian dan meneruskan dakwah dari
Kyai Khusairi dan meneruskan untuk mengurus pondok pesantren Al-
Khusairiyah. Kyai Ainul Ghuri juga sering berdakwa ke berbagai tempat
seperti halnya Kyai Khusairi. Kyai Ainul Ghuri juga berdakwah kepada
santri-santrinya mengenai mahar yang mana sama dengan yang pernah
disampaikan oleh Kyai Khusairi waktu masih memimpin di Pondoknya.
Kyai Ainul Ghuri juga berpendapat sama mengenai lebih baik mahar itu
sedikit. Santri-santrinya banyak yang berasal dari Dusun Jogodayoh

sendiri, maka dari itu banyak warga Jogodayoh yang menetapkan

% Ibid.
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penggunaan mahar yang telah dianjurkan oleh Kyai Khusairi dan Kyai
Ainul Ghuri tersebut.’

Pemberian yang diberikan kepada calon istri, bukan hanya mahar
yang diberikan ketika akad nikah, tapi dari pihak laki-laki juga membawa
hantaran yang akan diberikan kepada pihak istri, seperti pakaian, makanan,
dan perabotan. Ketentuan ini sudah menjadi adat jawa, bukan ketentuan
dari Dusun Jogodayoh. Selain memberikan mahar Rp.50.000,00 juga
memberikan pemberian yang lain, seperti masyarakat di daerah lain pada
umumnya. Pemberian yang ditentukan dan yang dianjurkan yang di maksud
oleh Kyai Khusairi dan Kyai Ainul Ghuri di Dusun Jogodayoh ini yaitu
pemberian ketika akad nikah, bukan pemberian sebelum maupun sesudah
akad nikah.

Zaman sekarang, sudah banyak warga atau santri-santri yang tidak
menetapkan mahar dengan uang Rp.50.000,00 karena tidak sesuai dengan
keinginan kedua mempelai, hal ini karena sudah ada kesepakatan di antara
dua belah pihak. Pada zaman sekarang uang Rp.50.000,00 termasuk jumlah
yang sedikit. Maka dari itu, warga atau santri-santrinya juga banyak yang

tidak menetapkan mahar Rp.50.000,00.®

. Biografi Mempelai

Ada beberapa pasangan suami istri yang menggunakan mahar uang

dengan jumlah Rp.50.000,00 yaitu:

" 1bid.
8 Ibid.
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a. Abdul Malik dan Siti Muslikhah adalah pasangan suami istri yang

bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Abdul Malik dan Siti Muslikhah
menikah pada tahun 2002 dan sekarang memiliki tiga orang anak. Abdul
Malik memberikan mahar berupa uang Rp.50.000,00 kepada istriya.
Abdul Malik di Dusun Jogodayoh termasuk salah satu wusfadh di Dusun
Jogodayoh dan juga termasuk modin di dusun tersebut. Ustadh Abdul
Malik termasuk salah satu santri dari kyai Khusairi dan juga Kyai Ainul
Ghuri. Jadi, wstadh Abdul Malik juga menetapkan apa yang sudah

diajarkan oleh kyai-nya.’

. Khoirul Roziqin dan Lulu’ Isro Khalifah adalah pasangan suami istri

yang bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Khoirul Roziqin menikah pada tahun
1999 dan sekarang mempunyai tujuh orang anak. Khoirul Roziqin juga
salah satu santri dari Kyai Khusairi dan Kyai Ainul Ghuri. Khoirul
Roziqin juga menetapkan apa yang sudah diajarkan kyainya. Khoirul
Roziqin sependapat dengan kyai Khusairi karena memang dia juga
sangat menghormati pendapat dari kyai Khusairi tersebut. Khoirul
Roziqin mengatakan bahwa kyai Khusairi itu kyai yang sangat hati-hati
mengenai masalah fikih. Maka dari itu, dia setuju mengenai mahar yang

lebih baik sedikit karena kehati-hatiannya.'®

? 1bid.

' Khoirul Roziqin, Wawancara, Dusun Jogodayoh, 12 April 2019.
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c. Muhammad Mukhlis dan Sri Utami adalah pasangan suami istri yang
bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Muhammad Mukhlis dan istrinya
menikah pada tanggal 22 November 1994 dan mempunyai dua orang
anak. Tanggapan dari Muhammad Mukhlis juga tidak beda dengan
pendapat dari ustadh Malik dan Khoirul Roziqin. Muhammad Mukhlis
setuju dengan apa yang diajarkan Kyai Khusairi. Muhammad Mukhlis
juga menetapkannya kepada istrinya, dan istrinya juga tidak keberatan.
Muhammad Mukhlis juga salah satu santri dari kyai Khusairi, karena
pada dasarnya masyarakat Dusun Jogodayoh rata-rata menjadi santri
kyai Khusairi dan juga kyai Ainul Ghuri. Muhammad Mukhlis juga
mengatakan memang tidak diharuskan bahwa jumlah maharnya selalu
sama sepanjang masa, akan tetapi boleh dirubah sesuai zamannya, yang
penting tetap sedikit.''

3. Keluarga Mempelai
Tanggapan dari keluarga salah satunya yaitu Imam Jazuli. Imam

Jazuli mengatakan bahwa di Dusun Jogodayoh kebanyakan adalah santri

dari kyai Khusari, maka dari itu tidak heran apabila banyak yang

menetapkan apa yang sudah dianjurkan kyai Khusairi. Menurut pak Imam

Jazuli, tidak masalah apabila menggunakan mahar yang sedikit asalkan

pihak pengantin wanitanya setuju, karena pengantin wanitanya yang akan

diberi mahar. Apabila pengantin wanitanya tidak setuju, maka lebih baik

" Muhammad Mukhlis, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.
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tidak dilakukan, dan musyawarah lagi untuk membahas jumlah mahar yang
diinginkan dari pihak pengantin wanitanya dan harus disepakati oleh kedua
belah pihak.'?

Tanggapan dari Wiharto bahwa dia juga tidak keberatan mengenai
jumlah mahar, menetapkan mahar banyak atau sedikit tidak masalah, yang
penting dari dua belah pihak sudah musyawarah dan sepakat apa yang akan
diberikan kepada mempelai wanita. Dalam pernikahan apabila pihak
pengantin wanita tidak setuju dengan mahar yang sedikit, maka harus ada
jalan lain kalau memang pihak pengantin pria tetap ingin memberikan
mahar yang sedikit, misalkan memberikan hadiah berupa barang-barang
yang diinginkan oleh pengantin wanitanya. Terpenting di sini adalah
kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan apa yang akan diberikan
kepada istrinya. Jadi, harus sama-sama setuju mengenai jumlah dan apa
yang akan diberikan kepada pengantin wanitanya."®

4. Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00.

Pada umumnya warga Dusun Jogodayoh ini dalam menentukan
mahar dilakukan setelah melalui beberapa tahapan dengan rangkaian
berbagai acara seperti perkenalan orang tua dan keluarga masing-masing
mempelai dan juga tahap peminangan. Masyarakat Dusun Jogodayoh ini
ada yang memilih pasangan sendiri dan juga ada yang dijodohkan oleh
orang tuanya atau keluarganya. Sebelum sampai pada tahap khitbah, ada

beberapa yang dilewati terlebih dahulu seperti tahap perkenalan. Sebuah

"2 Imam Jazuli, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.
" Wiharto, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.
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pernikahan akan melalui proses yang sangat panjang mulai dari perkenalan,
khitbah dan sampai tahap menentukan mahar dengan melalui cara
musyawarah. Setelah bermusyawarah, maka mempelai sudah menentukan
mahar dan menentukan tanggal untuk menikah. 14

Dalam pernikahan ada sebuah prosesi akad nikah di mana akad nikah
merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.
Salah satu rukun dalam pernikahan yaitu ijab dan kabul yang mana akan
berlangsung antara pihak mempelai dengan wali dan prosesi kewajiban
memberikan mahar kepada pengantin wanita.'

Sebelum acara di mulai, semua rombangan dari pihak perempuan dan
pihak laki-laki sudah siap berada di tempat yang sudah disiapkan. Acara
pertama yaitu melangsungkan akad nikah. Ijab kabul diawali dengan
memberikan sambutan dari pihak laki-laki dan di balas sambutan dari pihak
perempuan. '®

Melangsungkan ijab kabul diawali dengan pembacaan ayat suci Al-
Quran dan melangsungkan khutbah nikah yang disampaikan oleh modin.
Melaksanakan ijab kabul, ada yang diwakilkan modin dan ada juga yang
dinikahkan sendiri oleh wali pengantin wanita. Ijab kabul mahar boleh

disebutkan atau tidak disebutkan. Berlangsungnya ijab kabul pengantin

pria memberikan mahar kepada pengantin wanita dan setelah pemberian

'* Abdul Malik, Muhammad Mukhlis, dan Khoirul Raziqin, Wawancara, Kabupaten Mojokerto,
12 April 2019.

15 1bid.
1 Ibid.
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mahar, mempelai tanda tangan dan penyerahan buku nikah dari modin

kepada kedua mempelai. Acara terakhir yakni nasihat dan doa."”’

. Faktor Pemberian Mahar Berupa Rp.50.000,00

a. Merupakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

b. Anjuran dari kyai untuk memberikan mahar yang sedikit.

c. Memberikan mahar berupa uang Rp.50.000,00 agar istrinya bisa
menghabiskan maharnya sekaligus tanpa tersisa.

d. Menggunakan mahar berupa uang Rp.50.000,00 karena dikhawatirkan
mabhar istri ikut dirasakan oleh suami.'®

Dampak Negatif Mahar Rp.50.000,00

a. Seorang laki-laki bisa merendahkan kedudukan perempuan, karena bisa
memberikan mahar yang sedikit kepada istri.

b. Meremehkan adanya pernikahan karena memberikan mahar yang sedikit.

c. Membuat suami dengan mudah menceraikan istrinya.

d. Membuat seorang istri mendapatkan kerugian batin apabila keinginan
istri tidak terpenuhi.”

Dampak Positif Mahar Rp.50.000,00

a. Tidak memberatkan suami.

b. Menjadikan istri seorang perempuan sebaik-baiknya perempuan.

c. Mahar istri tidak akan dipakai oleh suami.

d. Istri akan lebih mudah untuk menghabiskan mahar tersebut sekaligus.

17 1bid.
3 Ibid.
1 Ibid.
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e. Memberikan percaya diri kepada seorang laki-laki yang ingin menikah.?’
8. Alasan Sebagian Masyarakat Dusun Jogodayoh Tidak Menggunakan Mahar

Rp.50.000,00

a. Menganggap uang Rp.50.000,00 kurang pantas dan tidak cukup.

b. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Ingin memberikan yang lebih kepada calon istrinya.”'

20 :
Ibid.
2! Abdul Malik, Wawancara, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.
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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA
UANG Rp.50.000,00 DI DESA JABON KECAMATAN MOJOANYAR
KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Pemberian Mahar Uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh
Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Pernikahan yang terjadi di Dusun Jogodayoh Desa Jabon ini merupakan
sesuatu yang berbeda dalam memberikan mahar. Warga di Dusun Jogodayoh
rata-rata memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00, yang pada
umumnya memberikan mahar berupa harta benda. Kenyataan ini memberikan
hal yang baru di Indonesia khususnya hukum Islam di masa sekarang.

Ketentuan jumlah mahar yang ada di Dusun Jogodayoh ini di karenakan
adanya seorang kyai yang bernama kyai Khusairi yang memberikan anjuran
untuk memberikan mahar yang sedikit kepada seorang istri. Kyai Khusairi
berpendapat bahwa apabila mahar yang diberikan kepada seorang istri itu
banyak dan seorang istri tidak bisa menghabiskan maharnya sekaligus itu
dikhawatirkan maharnya akan digunakan suaminya suatu saat nanti. Kyai
Khusairi juga berpendapat bahwa mahar harus sekali pakai dan harus sekali
habis. Oleh karena itu, beliau menganjurkan untuk memberikan mahar yang
sedikit agar seorang istri bisa menghabiskannya sekaligus dan kyai Khusairi
menganjurkannya karena ke hati-hatiannya terhadap mahar.

Masyarakat Dusun Jogodayoh banyak yang menggunakan saran dari

kyai tersebut, karena memang kebanyakan masyarakat Dusun Jogodayoh itu
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adalah satri kyai Khusairi sendiri. Penetapan mahar dalam pernikahan di
Dusun Jogodayoh ini ditetapkan oleh keluarga pihak laki-laki dan juga dari
pihak perempuan, tentunya yang disepakati oleh kedua belah pihak pengantin
laki-laki dan pengantin perempuan. Dalam kasus ini tidak memandang pihak
laki-laki maupun perempuan dari keluarga yang terpandang, keluarga yang
mampu, berpendidikan, atau yang lain. Maka dari itu, pemberian jumlah
mahar akan tetap sedikit. Dalam penentuan jumlah mahar ini tetap
menggunakan mahar dengan uang Rp.50.000,00 karena saran dari kyai yang
ada di Dusun Jogodayoh Desa Jabon tersebut, bahwasannya mahar itu lebih
baik sedikit.

Dalam Islam memang tidak ada batasan maksimal maupun minimal
dalam jumlah mahar. Agama Islam menghendaki agar meluaskan jalan dan
kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah
keluarga. Perbedaan mengenai keadaan ekonomi setiap orang itu berbeda-
beda, ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Untuk mencapai hal ini, maka
tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang
yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih
tetap bisa menikah. Maka dari itu, dalam Islam tidak ada batasan minimal
atau maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan untuk
meminang.

Dampak positif dan negatif dari adanya ketentuan jumlah mahar seperti
yang ada di Dusun Jogodayoh. Dampak positifnya adalah tidak memberatkan

pihak laki-laki mengenai jumlah mahar, selain itu pihak laki-laki yang kurang
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mampu akan tetap bisa menikah dengan modal yang sedikit. Maka, tidak akan
menjadikan seorang laki-laki tidak percaya diri untuk tidak melakukan
pernikahan.

Dampak negatifnya adalah seorang laki-laki bisa meremehkan
kedudukan seorang perempaun, dan juga bisa meremehkan adanya pernikahan
dengan mahar yang sedikit jumlahnya. Dampak negatif yang lainnya yaitu
bagi perempaun bisa terjadi kerugian batin, yang awalnya dia menginginkan
mahar yang pantas dan lebih untuk dia, akan tetapi hasil kesepakatannya
adalah mahar yang sedikit. Penggunaan mahar dengan jumlah yang sedikit
yakni Rp.50.000,00 bisa membuat suami dengan mudah untuk menceraikan
istrinya, karena mahar seorang perempuan itu sedikit dan tidak sebanding
dengan zaman sckarang, selain itu suami tidak akan ada tanggung jawab
sebagai seorang suami kepada istrinya Pada dasarnya seorang perempuan juga

berhak atas jumlah maharnya.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00
di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Mahar diberikan kepada istri bertujuan agar istri merasa senang dan
dihargai. Mahar adalah hak seorang istri, mahar juga menjadi kewajiban bagi
suami yang harus diberikan kepada istrinya. Dalam hukum Islam sebenarnya
tidak ada batasan mengenai jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon
istri, tidak ada jumlah batasan minimal maupun maksimal, karena memang

setiap manusia ada yang kaya dan juga ada yang miskin, lapang dan sempit.
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Jumlah mahar yang ditentukan yang akan diberikan kepada calon istri harus
dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan calon istrinya, karena istri juga
berhak atas memutuskan mengenai jumlah mahar yang diinginkannya. Akan
tetapi, suami juga bisa ikut menentukan jumlah mahar yang diaggap wajar
yang akan diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai
kondisi ekonomi dan adat keluarganya.

Mabhar itu bisa berupa apa saja, yang penting dalam mahar adalah mahar
yang diberikan itu merupakan mahar yang mendatangkan manfaat untuk
istrinya, baik berupa uang, jasa, atau benda seperti cincin atau yang lainnya.
Mahar merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai dengan kesepakatan

suami istri yang saling menerima mengenai jumlah maharnya seperti dalam

Q.S. An-Nisa’ ayat 4:

Pa
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“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang

sedap lagi baik akibatnya™.'

Dalam hal ini harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Maka dari
itu, apabila seorang istri atau suami tidak menyetujuinya dan ketetapan
jumlah mahar itu tetap dilaksanakan, maka hal ini tidak sesuai dengan pasal

30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 4.

Pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam itu harus ada kesepakatan berdua, dan

' Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah, 2014), 77.
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pada Q.S. An-Nisa’ ayat 4 itu harus menerima mahar dengan senang hati

tanpa paksaan.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan menurut Nabi Muhammad,
Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam
yaitu:

a. Nabi Muhammad mengatakan bahwa berikanlah mahar meskipun dengan
cincin dari besi.

b. Menurut Imam Malik bahwasannya batasan yang boleh dijadikan mahar
adalah barang atau harta yang bisa dijual dan yang masih dihargai oleh
masyarakat.

c. Imam Maliki berpedapat jumlah minimal mahar yaitu seperempat dinar
atau tiga dirham

d. Imam Hanafi berpendapat jumlah minimal mahar yaitu sepuluh dirham

e. Kompilasi Hukum Islam, jumlah mahar harus disepakati oleh kedua belah
pihak.

Dalam Islam, Allah mengangkat derajat perempuan dengan sangat
tinggi. Allah memberikan perempuan sebuah kehormatan, memberikan
kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah juga telah memberikan
kepada perempuan dalam hal hak untuk memilih baik dalam memilih
pernikahan, kehidupannya, aqidahnya, dan lain sebagainya.

Dalam tujuan disyariatkannya mahar ada 3 yaitu memberikan hak
kepemilikan harta kepada perempuan yang mana perempuan memiliki hak-hak

dalam kepemilikan harta yaitu memiliki dan menerima mahar, dan hal ini akan
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membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak
perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan
sosio ekonomi kepada perempuan. Kedua, yaitu memberikan jaminan sosial
ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui
pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai
pelindung bagi perempuan, maka dari itu menurut penulis menggunakan
mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang itu kurang dan tidak pantas.
Tujuan disyariatkannya mahar yang terakhir yaitu memberikan kemuliaan
kepada perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin
dari pada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawinan itu
sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Islam memberikan
tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan
untuk menunjukan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan. Oleh sebab
itu, menurut penulis mahar Rp.50.000,00 itu tidak sesuai dengan adanya Islam
dalam memuliakan perempuan dalam hal seorang laki-laki memberikan mahar
kepada seorang perempuan, dan mahar Rp.50.000,00 itu kurang untuk
memuliakan seorang perempuan, apalagi untuk perempuan yang
berpendidikan.

Jika jumlah mahar ditetapkan sebanyak Rp.50.000,00 dengan tujuan
agar berbeda dari mahar pada umumnya maka, mahar tersebut belum
memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam, karena di

dalam syarat-syarat mahar salah satunya adalah harta atau barang yang
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berharga, sedangkan mahar dengan uang Rp.50.000,00 menurut penulis tidak
berharga jika dilihat dari zaman sekarang.

Mahar dengan uang Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang, menurut
penulis itu masih kurang, karena hanya bisa dibelanjakan satu kali saja dan itu
hanya mendapatkan barang kecil. Jumlah mahar Rp.50.000,00 tidak bisa
memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya. Misalkan, istri ingin membeli
barang, akan tetapi suami tidak memiliki vang atau istrinya malu untuk
meminta uang, maka istrinya tidak bisa menggunakan uang maharnya untuk
membeli barang yang diinginkannya dikarenakan tidak cukup. Pada kasus
ketentuan mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh ini karena istri agar bisa
menghabiskan uang mahar tersebut sekaligus, dan agar hanya dipakai oleh
istrinya, akan tetapi kembali lagi pada jumlah kebutuhan seorang istri secara
pribadi juga tidak sedikit. Mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang
khususnya untuk perempuan yang berpendidikan, menurut penulis masih
kurang, dan jumlah mahar Rp.50.000,00 itu sangat sedikit. Pada zaman
sekarang juga banyak perempuan yang juga ingin bekerja sendiri. Hal ini tidak
berarti mahar seorang perempuan untuk zaman sekarang itu harus mabhal,
banyak dan sebagainya. Uang Rp.50.000,00 di zaman sekarang termasuk
sedikit.

Jadi menurut penulis, bahwasannya memberikan mahar kepada istrinya
sebesar Rp.50.000,00 boleh karena termasuk asas kesederhanaan dan
kemudahan dalam mahar seperti pada Pasal 31 Bab V Kompilasi Hukum

Islam. Batasan jumlah mahar dalam Islam itu diperbolehkan karena dalam
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Islam tidak ada batasannya. Penulis tidak setuju dengan adanya mahar
Rp.50.000,00 karena tidak sesuai dengan adanya tujuan disyariatkannya
mahar yang mana sangat memuliakan seorang perempuan. Dilihat dari
kedudukan perempuannya, dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan atau yang
lain. Penulis juga tidak setuju dengan adanya mahar Rp.50.000,00 karena
menurut penulis uang Rp.50.000,00 itu tidak bisa diperdagangkan seperti yang
dikatan Imam Syafi’i bahwa jumlah mahar itu yang bisa diperdagangkan dan
masih dihargai oleh masyarakat. Dengan kata lain dengan uang Rp.50.000,00

tidak cukup untuk modal berdagang, apabila istri ingin berdagang.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan yang sudah dibahas di atas, kiranya dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada sebagaimana
telah dipaparkan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar berupa
uang Rp.50.000,00 di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten

Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan adat Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dilatarbelakangi adanya anjuran dari kyai
Khusairi yang merupakan kyai dari kebanyakan masyarkat Dusun
Jogodayoh tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian mahar Rp.50.000,00
harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Pemberian mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh sesuai dengan
pendapat jumhur ulama karena tidak ada batasan mengenai jumlah mahar.
Akan tetapi, bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah karena terdapat batasan mahar sebesar tiga dirham perak menurut
Imam Malik dan sebesar sepuluh dirham menurut Imam Abu Hanifah.
Adapun menurut penulis, mahar Rp.50.000,00 tidak memenuhi syarat

mahar karena tidak lagi berharga di zaman sekarang.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran yang diantaranya:

1. Kepada tokoh agama, masyarakat yang berpendidikan, lembaga urusan
agama, dan lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar memberi
wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya
mengenai mahar dalam perkawinan.

2. Kepada masyarakat Dusun Jogodayoh diharapkan lebih
mempertimbangkan lagi mengenai nilai mahar yang akan diberikan kepada

calon istrinya.
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